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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan merupakan suatu hal yang mustahil untuk dihindari, begitu 

pula yang terjadi dengan hukum pidana. Hukum pidana terus berkembang bahkan 

diperbaharui sesuai dengan kebutuhan zaman. Perkembangan tersebut tidak 

terlepas dari perubahan yang terjadi baik segi sosial, politis maupun budaya yang 

bersifat dinamis. Salah satu isu yang jarang dijadikan sebagai sorotan dalam 

perkembangan hukum pidana ialah adanya penerapan sanksi pidana tutupan. 

Meskipun jarang menjadi sorotan, pembahasan mengenai pidana tutupan menjadi 

pembahasan menarik dikarenakan termasuk didalam pidana pokok yang berlaku di 

Indonesia. 

Merujuk pada Black Law Dictionary, sanksi merupakan hukuman yang 

memaksa seseorang dari masyarakat untuk mematuhi hukum.1 Sebuah sanksi 

diberikan apabila seseorang tersebut tidak mematuhi atau melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Lebih lanjut sanksi dalam 

hukum pidana berarti pemberian hukuman atas perbuatan pelanggaran yang 

mengakibatkan terganggu atau membahayakan masyarakat yang disebabkan oleh 

perilaku seorang individu yang bersifat nestapa. Sanksi diberikan sebagai bentuk 

rehabilitasi atau bahkan sebagai ancaman yang diberikan agar sebuah tindak pidana 

tidak terjadi kembali.  

 
1 Brian A. Garner,Black’s Law Dictionary, ed. 4(St. Paul, MN : West, 1968) hlm. 1507 
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Pemberian sanksi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi kedalam dua jenis. Pertama, 

pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda dan pidana tutupan. Kedua, Pidana Tambahan yang meliputi 

pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang dimiliki dari tindak pidana serta 

pengumuman putusan hakim.2 Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi pemberian sanksi 

menjadi tiga jenis. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana 

pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan antara lain 

pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, 

pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat 

setempat. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan 

dalam Undang-Undang seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, 

tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM, atau tindak pidana lain 

yang sangat serius.3  

Salah satu jenis sanksi pidana pokok yang terdapat dalam KUHP Nasional 

ialah pidana tutupan. Pidana tutupan adalah sanksi pidana yang diberikan kepada 

pelaku tindak pidana yang melakukan delik politik. Lebih lanjut ialah tindak pidana 

yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan dikarenakan orang tersebut 

terdorong oleh maksud yang patut dihormati ditentukan oleh hakim dan harus 

 
2  R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12  
3  Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, LN No, 1 Tahun 2023, TLN No, 6842, Ps. 64-67 
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termuat dalam pertimbangan putusannya.4 Jan Remmelink membedakan atas 

terjadinya delik politik dengan delik biasa yaitu adanya motif yang berbeda, dimana 

motif yang dilakukan dalam delik politik berupa motif mementingkan orang lain 

(altruistik) berarti motif yang dilakukan tergerak dikarenakan keyakinan bahwa 

tertib dari suatu masyarakat, negara, atau pimpinannya harus dirubah sesuai dengan 

keadaan yang ideal sedangkan delik biasa itu bergantung pada sifat egoistik 

individu dalam melakukan kejahatan.5  

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian delik politik dipandang dari segi 

sosiologis teoritis menggunakan empat teori menurut Hazewinkel Suringa.6 Kesatu, 

teori objektif menjelaskan bahwa delik politik lebih merujuk kepada kejahatan yang 

bersifat merugikan pada negara dan proses berfungsinya lembaga negara. Kedua, 

teori subjektif ialah seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan dan latar 

belakang politik. Ketiga, teori predominan melihat suatu perbuatan, apabila 

kejahatan lebih bersifat politis maka suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai 

delik politik. Keempat, teori political incidence menyebut bahwa suatu kejahatan 

merupakan delik politik apabila suatu perbuatan merupakan bagian dari kegiatan 

politik dalam pelaksanaan tindak pidana. 

 

 
4  Indonesia, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Ps. 2 
5 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 14 
6 David Hardiago, “Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan UGM (Desember 2020), hlm. 909 
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Pada KUHP Nasional pemberian sanksi pidana tutupan selain dengan adanya 

tindak pidana yang dilakukan dengan delik politik sebagaimana yang dijelaskan, 

pemberian sanksi pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan 

tindak pidana dengan ancaman penjara namun karena keadaan pribadi pelaku, 

hakim dapat mengganti hukuman penjara tersebut dengan pidana tutupan.7  Batas 

dalam pemberian keringanan pidana tutupan ialah apabila suatu cara atau akibat 

Tindakan pelaku berakibat pada kerugian yang sangat besar dan dirasa penjatuhan 

hukuman penjara lebih tepat maka hakim harus menjatuhkan pidana penjara pada 

putusannya.  

Secara historis penerapan sanksi pidana tutupan untuk terpidana hanya terjadi 

sekali di Indonesia diiringi dengan adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pada kasus penjatuhan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana yang terjadi tanggal 3 Juli 1946 atau lebih dikenal dengan 3 

July’s Affaire yang merupakan peristiwa kudeta pertama kali dalam sejarah bangsa 

Indonesia yang menerapkan sanksi pidana tutupan dan menjadi satu-satunya 

penerapan hukuman pidana tutupan hingga saat ini.8 Pada peristiwa tersebut terjadi 

pergolakan politik dimana para pejuang dan tokoh politik yang tergabung dalam 

persatuan perjuangan menentang kelompok Sutan Sjahrir yang berada dalam 

pemerintahan. Kejadian tersebut menyebabkan Sutan Sjahrir yang pada saat itu 

menjabat sebagai Perdana Menteri terculik mengakibatkan instabilitas politik. Dari 

 
7  Indonesia, Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No 1 Tahun 2023, LN 

NO.1 Tahun 2023, TLN NO. 6842, Ayat 1 Ps.74 
8 Lidya Suryani Widayanti, “Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan 

Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019),  hlm. 

239 
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kejadian tersebut maka Peradilan yang diadili oleh Mahkamah Tentara Agung 

menetapkan sanksi berupa pidana kepada empat belas orang tokoh perjuangan 

dengan rincian tujuh orang dibebaskan, lima orang dihukum dengan pidana tutupan 

selama 2 hingga 3 tahun serta Sudarsono dan Muhammad Yamin sebagai dalang 

utama dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.9 Setelah dua tahun berselang 

tepatnya pada 17 Agustus 1948, seluruh tahanan peristiwa tersebut dibebaskan 

melalui pemberian grasi oleh presiden.  

Pengaturan mengenai pemberian pidana tutupan di Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana 1946 diatur dalam Pasal 10 Huruf A Angka 5. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Pidana Tutupan dengan 

ketentuan pelaksanaan sanksi pidana di Rumah Tutupan diatur pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.10 Sedangkan dalam 

KUHP Nasional pengaturan mengenai pidana tutupan sebagai jenis pemberian 

sanksi pidana pokok tercantum dalam Pasal 65 ayat 1 huruf b dengan ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman 

Tutupan sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 619 KUHP Nasional.11 

Pelaksanaan Hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dikenakan hukuman 

tutupan seharusnya dilakukan dalam tempat khusus yang disediakan oleh 

pemerintah bernama rumah tutupan berdasarkan peraturan yang tercantum pada 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan akan 

 
9 Sutrisno, “Implementasi Penerapan Pidana Tutupan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia, 

Vol 15, No.2, (Jakarta : Jurnal Hukum Militer, 2023), hlm. 5 
10 Mubarok, Nafi’, Buku Ajar Hukum Pidana, (Siduarjo : Kanzun Books, 2020) hlm. 145 
11 Indonesia, Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No 1 Tahun 2023, LN 

NO.1 Tahun 2023, TLN NO. 6842 
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tetapi dari putusan pertama kali pemberian sanksi tersebut hingga pembaruan dalam 

KUHP Nasional belum ada tempat khusus yang disediakan bagi pelaku yang 

dijatuhi hukuman pidana tutupan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946.  

Selain pada tempat pelaksanaan pidana yang masih belum jelas, pidana 

tutupan juga menimbulkan pertanyaan dengan adanya hak Istimewa yang diberikan 

kepada terpidana seperti makanan yang diberikan harus lebih baik dibanding 

dengan yang diberikan kepada terpidana pidana penjara seperti yang disebutkan 

pada Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 serta ketentuan 

hak istimewa lain menyebabkan pemberian pidana tutupan dirasa kurang efektif 

yang berujung pada kesenjangan antara terpidana pidana tutupan dengan pidana 

pokok lain yang diterapkan pada sistem hukum pidana di Indonesia.  

Pemberian pidana tutupan berkecenderungan untuk dijadikan sebagai sebuah 

pembelaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh politikus dikarenakan para 

politikus dapat berdalih bahwa tindak pidana yang dilakukannya merupakan tindak 

pidana dengan delik politik. Ketentuan dan pengertian dari pemberlakuan pidana 

tutupan yang multitafsir dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan 

pemberian hukuman pidana tutupan.  

Pembaharuan hukum di Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam 

tujuannya harus memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum di 

Indonesia terkhusus dalam hukum pidana. Tujuan tersebut berisi misi-misi yang 

menjadi tantangan dalam pemberlakuan KUHP Nasional. Misi tersebut diantaranya 

ialah menjadi sebuah harapan perubahan bentuk dekolonisasi dari weetbook van 
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straffrecht yang sebelumnya berlaku dan merupakan bawaan dari Belanda sebagai 

bangsa penjajah Indonesia. Kemudian pembaruan hukum pidana memiliki misi 

untuk menkonsolidasi hukum pidana sehingga terjadi penataan sistem hukum 

pidana yang lebih tersistematis. Selain itu adanya misi adaptasi dan harmonisasi 

dari berbagai aturan hukum yang terus berkembang sehingga dapat terus relevan 

dan menciptakan keadilan hukum yang menjadi tujuan dari pembentukan hukum 

itu sendiri. Ketiga poin diatas dilengkapi dengan misi demokratisasi hukum pidana 

sehingga rakyat sebagai subjek dari hukum dapat menyampaikan aspirasi nya 

secara langsung sehingga jalan nya peraturan akan terjadi dengan lebih baik lagi.12 

Pemaparan penulis sebelumnya menimbulkan pertanyaan, apakah yang 

melatarbelakangi mengenai penetapan pidana tutupan sebagai pidana pokok dalam 

KUHP Nasional, bukankah hal tersebut tidak sesuai dengan misi yang dibawakan 

dalam pembentukan rancangan Undang-Undang tersebut dimana bentuk 

kolonialisme yang terjadi berusaha untuk dihilangkan. Melihat sisi lain pidana 

tutupan yang dikhususkan hanya untuk pelaku tindak pidana politik yang belum 

jelas secara peraturan bukankah akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam 

penegakan sistem hukum Indonesia. Kemudian bagaimana mekanisme penjatuhan 

pidana dalam pemberian sanksi pidana tutupan pada KUHP Nasional, apakah 

penetapan tersebut memiliki teknis dan mekanisme yang sama dengan yang 

diberlakukan dalam Weetbook van Straffrecht (KUHP 1946) serta bagaimana 

 
12 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 

hlm. 300 
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mekanisme penjatuhan sanksi pidana pada pelaku yang terpidana dengan pidana 

tutupan baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional.   

Penelitian studi ini bertujuan untuk mengetahui serta memperjelas kerancuan 

yang timbul dari pemberian sanksi pidana tutupan. Permasalahan dari kerancuan 

tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas secara lebih komprehensif 

dalam penelitian skripsi penulis. Oleh sebab itu, penulis mengangkat skripsi dengan 

judul “Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok ditinjau dalam 

KUHP dan KUHP Nasional”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian penulis ialah :  

1. Apa yang melatarbelakangi pidana tutupan masuk sebagai kategori pidana pokok 

dalam KUHP dan KUHP Nasional? 

2. Bagaimana mekanisme penjatuhan pidana tutupan pada KUHP dan KUHP 

Nasional? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latarbelakang pengaturan pidana tutupan 

sebagai kategori pidana pokok dalam KUHP dan KUHP Nasional. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penjatuhan pidana tutupan pada 

KUHP dan KUHP Nasional. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil dari penulisan penelitian penulis dapat menambah 

wawasan mengenai latarbelakang serta mekanisme dari keberlakuan 

sanksi pidana yaitu pidana tutupan. 

b. Penelitian penulis merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 

memyusun tugas akhir dalam menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan penelitian penulis dapat bermanfaat bagi praktisi dan 

akademisi dalam menambah keilmuan dan sumbangan pemikiran 

mengenai keberlakuan pidana tutupan dalam KUHP dan KUHP 

Nasional 

b. Lebih luas penulis berharap untuk memberikan manfaat wawasan bagi 

masyarakat umum dalam menambah pengetahuan mengenai 

pengaturan dalam KUHP dan KUHP Nasional terkhusus bagian 

keberlakuan pidana tutupan sebagai pidana pokok, sehingga asas 

presumption iua res de iure dapat terjalankan dengan baik.   

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan judul yang disampaikan oleh penulis yaitu Keberlakuan Pidana 

Tutupan Sebagai Pidana Pokok Ditinjau Dalam KUHP dan KUHP Nasional. Ruang 

lingkup dari penelitian penulis adalah meneliti asas-asas hukum, Sistematika 

hukum, sejarah hukum serta doktrin hukum dari kitab undang undang hukum 
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pidana yang lama (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946) dengan KUHP Nasional 

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Keadilan  

Keadilan merupakan sebuah hal yang tergambarkan dengan abstrak. Dalam 

mendalami mengenai keadilan diperlukan pengertian lanjutan mengenai 

keadilan itu sendiri setidaknya definisi paling mendekati dari gambaran arti 

keadilan Aristoteles mengartikan keadilan ialah sebagai suatu hak pemberian 

secara sama tapi bukan merupakan persetaraan. Maksudnya yaitu manusia 

memandang bahwa keadilan itu berarti bahwa seluruh warga negara sama 

dihadapan hukum. Lebih luas Aristoteles memandang terdapat dua macam 

keadilan yaitu : 

a. Keadilan Commutatief 

Keadilan ini memberikan suatu hal dengan porsi yang sama banyaknya 

tanpa membedakan apa yang menjadi kemampuan atau prestasi, hal tersebut 

biasanya berkaitan dengan peran tukar menukar barang dan/atau jasa.  

b. Keadilan Distributif 

Aristoteles dalam pandangan keadilan distributive mengesampingkan 

pembuktian sistemaits, keadilan ini berfokus pada distribusi honor, 

kekayaan dan barang-barang lain yang bisa didapatkan oleh masyarakat 

dengan memperhatikan nilai kebaikannya yaitu nilai bagi masyarakat.13    

 
13 Rudri Musdianto Saputro, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari 

Teori Keadilan Aristoteles”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan  Hukum Universitas Indonesia, 

(Januari 2023), Hlm. 29 
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Thomas Aquinas berpendapat dengan membedakan keadilan dalam dua 

kelompok yaitu14 :   

a. Keadilan Umum (Justitia Generalis) yakni keadilan berdasar pada 

kehendak undang-undang sehingga terdapat kewajiban untuk memenuhinya 

untuk meraih kepentingan umum.  

b. Keadilan Khusus yaitu keadilan yang didasarkan pada kesamaan atau 

proporsionalitas terbagi kedalam tiga kelompok : 

1) Keadilan Distributif (Justitia Distributiva)  

Mengartikan bahwa keadilan merupakan pembagian secara 

proporsional dalam lapangan hukum public secara umum. 

2) Keadilan Kumulatif (Justitia Kumulativa)  

Keadilan dilihat dari persamaan antara prestasi atau pemenuhan 

hak dengan kontraprestasi atau timbal balik atas terjadinya sesuatu.  

3) Keadilan Vindikatif (Justitia Vindicativa)  

Keadilan dipandang dari segi penjatuhan hukuman atau ganti 

kerugian dalam delik yang dilakukan. Misalnya seorang individu 

dianggap adil apabila orang tersebut dijatuhi hukuman badan atau 

denda sesuai dengan besaran hukuman yang telah ditentukan atas 

tindak pidana yang dilakukanya. 

Terdapat dua teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls, yaitu the 

different principle dan the principle of fair equality of opportunity berarti setiap 

 
14 Muhammad Tahir Laming, “Keadilan dalam Beberapa Perspektif : Suatu Kajian 

Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, (Makassar: Meraja Journal, 2019), hlm. 270 
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perbedaan sosial harus diatur sehingga dapat memberi manfaat besar bagi pihak 

yang mengalami kurang beruntung. Lebih lanjut dijelaskan the greatest equal 

liberty principle, dapat diartikan bahwa seluruh individu mempunyai hak atas 

kebebasan yang setara terhadap individu lainnya. Menurut John Rawls keadilan 

harus menghasilkan fairness sehingga setiap individu mendapat hal yang sama 

baik oleh pihak yang lemah sekalipun untuk memastikan terpenuhinya keadilan 

tanpa adanya diskriminasi.15  

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membawa perspektif keadilan 

dalam sistem kenegaraannya, dalam penerapannya keadilan tercantum tegas 

dalam ideologi negara yaitu dalam Pancasila pada Sila Kedua “Kemanusiaan 

yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia” menunjukkan bahwa rasa keadilan dijadikan acuan utama dalam 

bernegara di Republik Indonesia. Lebih lanjut Pancasila itu sebagai dasar negara 

mengakui bahwa persamaan derajat, hak, dan kewajiban harus sesuai dalam 

kehidupan bermasyarakat, begitu juga sebagai penegasan atas kewajiban 

bersama dalam mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial. 

Keadilan dalam perspektif Pancasila menggambarkan kondisi terdapat 

kebenaran yang ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda 

ataupun individu.16 

 
15 Gladys Donna Karina dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, “Analisa Teori Keadilan John Rawls 

dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut 

Perspektif Viktimologi”, Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah law (Yogyakarta 2023), 

hlm. 273 
16 Muhammad Tahir Laming, “Keadilan dalam beberapa perspektif: Suatu Kajian Beberapa 

Paradikma Tentang Keadilan”, Meraja Journal (Juni 2021) Hlm. 277 
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Keadilan merupakan tujuan yang harus tercapai dalam proses peradilan. 

Jalur hukum digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk mencapai keadilan 

sehingga kata adil itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum meskipun dalam 

pelaksanaan keadilan tidak semudah seperti yang terbayangkan. Keadilan bisa 

diartikan sebagai suatu hal yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok 

lainnya oleh karena itu dalam hal proses peradilan seorang penegak hukum 

hendaknya mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dimengerti 

oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum dapat mencipatkan ketertiban dalam 

masyarakat. 

2. Teori Kepastian Hukum  

Kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi sebuah hukum berfungsi 

sebagai aturan yang harus dipatuhi bukan hanya dari segi peraturan itu 

dilaksanakan melainkan bagaimana norma-norma atau muatan dalam peraturan 

memuat prinsip dasar hukum dalam konsep bernegara. Lebih lanjut hukum 

bukan hanya sebagai peraturan tapi juga sebagai dasar dalam penyelenggaraan 

serta sebagai pedoman dalam bernegara pengertian tersebut dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch.17 

Van Apeldorn mengartikan kepastian hukum sebagai “jaminan” bahwa 

hukum dijalankan, kepastian hukum menjamin sebuah perlindungan hukum 

akan didapatkan sehingga Tindakan sewenang-wenang tidak akan terjadi 

kemudian masyarakat dapat mendapatkan hal yang menjadi harapan dalam 

 
17 Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, 

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara (Desember 2021), Hlm. 58 
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keadaan tertentu.18 Kepastian hukum mengarah pada keberlakuan hukum yang 

jelas, ajek dan konsisten dalam pelaksanaan nya tidak terpengaruh keadaan-

keadaan yang bersifat subjektif.  

Selain pada adanya aturan yang mengatur, konsep kepastian hukum secara 

normatif menurut S.W. Sumardjono harus memiliki kesediaan perangkat 

perundang-undangan secara operasional maupun pelaksanaannya. Ditinjau 

secara empiris keterlaksanaan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan 

secara konsisten dan konsukuen oleh sumber daya pendukung yang ada baik itu 

secara individu maupun bagian lain yang memastikan keberlangsungan hukum 

itu sendiri.19  

Nilai-nilai yang harus terkandung didalam teori kepastian hukum 

setidaknya ada tiga yaitu20 :  

a. Prediktabilitas  

Dengan adanya kepastian hukum individu wajib untuk mengetahui 

dengan pasti akibat hukum dari Tindakan atau perbuatan yang dilakukan 

oleh individu tersebut menyebabkan individu dapat dengan lebih bijak dan 

paham akan apa yang mungkin ditimbulkan oleh perlakuan individu itu 

sehingga dapat berefek pada terciptanya lingkungan hukum yang stabil. 

  

 
18 Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. 

hlm. 61 
19 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: 

PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.  
20 Jeane Neitje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas 

Kepastian Hukum”, Vol.3, No.5, Innovative: Journal Of Social Science Research (2020), Hlm. 5 
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b. Keadilan  

Kepastian hukum memastikan bahwa penegakkan hukum dilakukan 

secara adil, dimana setiap individu haru patuh kepada peraturan tanpa 

melihat apapun yang terdapat pada individu tersebut, menghilangkan 

diskriminatif serta memperlakukan seluruh warga negara dengan seimbang. 

c. Legalitas 

Prinsip nilai ini menitikberatkan suatu Tindakan yang bersifat 

melanggar hukum harus diatur didalam hukum menimbulkan konsekuensi 

tegas terhadap Tindakan individu yang melanggar hukum. Soerang individu 

tidak boleh dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Prinsip ini juga 

menegaskan bahwa hukum tercipta untuk melindungi hak atas individu dari 

penyalahgunaan kekuasaan. 

3. Teori Politik Hukum Pidana  

Perumpamaan dari perilaku manusia atau sesuatu yang dianggap jahat 

akan tetapi hukum pidana belum dapat menjangkau/mencegah atau 

memberantas kejahatan tersebut, maka diperlukan pengambilan suatu kebijakan 

hukum pidana oleh pembuat undang-undang baik itu Lembaga eksekutif 

maupun Lembaga yudikatif yaitu dengan merancang sebuah peraturan hukum 

pidana melalui kebijakan hukum pidana. Istilah dari penggunaan kata kebijakan 

hukum pidana memiliki arti dan makna yang sama dengan penggunaan istilah 

kebijakan hukum pidana dan poliitik hukum pidana. Oleh sebab yang demikian, 

penggunaan istilah dalam ketiga kata tersebut memiliki artian yang sama dalam 

bidang pemikiran hukum.  
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Politik Hukum Pidana diartikan sebagai objek dari pembaharuan hukum 

pidana. Berarti suatu kebijakan atau aturan yang baru merupakan sebuah 

pengganti yang berfungsi menggantikan dengan aturan yang baru. Menurut 

Sudarto pengertian dari politik hukum sendiri adalah suatu usaha dalam 

mewujudkan aturan-aturan yang baik disesuaikan dengan keadaan dan kondisi 

pada saat waktu tertentu, kemudian beliau menjelaskan bahwa politik hukum 

pidana merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diharapkan 

dapat mewakilkan norma-norma yang terkandung didalam kehidupan 

bermasyarakat serta untuk mencapai hal yang sudah dicita-citakan oleh bangsa 

Indonesia. 

Marc ancel menggambarkan politik hukum pidana sebagai ilmu juga seni 

yang bertujuan praktis untuk memungkinkan aturan hukum yang berlaku 

mendapat perumusan yang lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya 

bagi pembuat undang-undang, serta memberikan kejelasan kepada pengadilan 

untuk penerapan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau 

pelaksana putusan pengadilan.  

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai teori ini, yaitu politik hukum 

pidana merupakan sebuah dasar yang mencakup Tindakan dalam memilah nilai-

nilai juga penerapan dari nilai-nilai tersebut dalam kenyataan sebagai upaya 

pencegahan dalam mencegah terjadinya delikuensi dan kejahatan.  

Menurut A maroni dalam bukunya berjudul politik hukum pidana, 

menyimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan usaha dalam 
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menanggulangi kejahatan melalui penegakkan hukum pidana yang rasional, 

yaitu pemenuhan atas rasa keadilan dan perdaya guna. Dikatakan rasional 

dikarenakan adanya beberapa tahap dalam penyusunan aturan meliputi tahap 

formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yang saling berkaitan satu sama lain 

bertujuan menjaga kualitas hukum yang dapat diandalkan dalam 

penanggulangan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Gustav Radbruch menegaskan bahwa dalam teori ini, bukanlah untuk 

memperbaiki hukum pidana yang telah ada. Melainkan menggantinya dengan 

hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum. 

Mencermati pengertian yang telah penulis paparkan berdasar dari 

pengertian para ahli hukum, politik hukum pidana diartikan sebagai pengadaan 

perancangan undang-undang untuk menghasilkan perundang-undangan yang 

lebih baik atau bahkan paling baik untuk memenuhi syarat arti keadilan dan daya 

guna. Maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana berusaha untuk 

mewujudkan peraturan undang-undang pidana yang memiliki kesesuaian 

dengan keadaan serta situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang. 

Melihat penjelasan tersebut maka, politik hukum pidana berarti usaha dalam 

merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum 

pidana sebagai upaya dalam penentuan arah pemberlakuan hukum pidana pada 

masa yang akan datang dengan melihat peneggakkannya pada masa saat ini. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penulisan studi dalam skripsi penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif, dimana penulis melakukan pendekatan mengenai pengaturan-

pengaturan hukum, asas-asas, norma, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan 

dengan penelitian penulis yang nantinya dapat menemukan solusi atas 

permasalahan yang penulis kemukakan.21 Selain itu penulis memfokuskan 

penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan (Data Sekunder) dengan 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.22 Penelitian penulis 

tidak melibatkan data-data empiris, melainkan data empiris digunakan sebagai 

interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian 

penulis.  

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). 

Pendekatan ini melakukan penelaahan lebih dalam mengenai semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian 

penulis yaitu penerapan pidana tutupan dalam KUHP Nasional. 

b. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan dalam skripsi penulis menekankan pada penelaahan latar 

belakang mengenai perkembangan pengaturan perundang undangan dalam 

 
21 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm 34.  
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.  
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kitab undang undang hukum pidana terkhusus dalam penerapan pidana 

tutupan.  

c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). 

Pendekatan komparatif digunakan dalam memperbandingkan atau 

mengkomparasikan antara suatu perundang-undangan dengan 

aturan/undang-undang lain yang memiliki keterkaitan. Dalam penulisan 

karya tulis ilmiah, penulis memperbandingkan antara aturan pidana tutupan 

yang terdapat dalam KUHP dan KUHP Nasional serta sebagai data 

tambahan, penulis menambahkan perbandingan dari hukum pidana asing.  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis memfokuskan bahan hukum yang diteliti kepada sumber sumber 

norma hukum dan pengaturan hukum juga mengenai asal usul pembentukan 

pengaturan Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 

yang berasal dari Data Sekunder, yaitu sumber data yang didapat dari penelitian 

kepustakaan serta berbagai sumber juga literatur hukum yang dikumpulkan 

secara sistematis. Data sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri atas :  

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang 

Hukum Pidana.23 

2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.24 

 
23 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidanai, No 1 Tahun 1946, LN No. .127 

Tahun 1958, TLN No. 1660 
24 Indonesia, Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan, No 20 Tahun 1946, HPPN 

1946. 
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3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana.25 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.26 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi 

prinsip-prinsip dasar, doktrin, hasil penelitian, kamus hukum, rancangan 

undang-undang serta ensiklopedia hukum yang bukan merupakan dokumen 

dokumen resmi berkaitan mengenai penelitian penulis dalam skripsi ini.27 

c. Bahan Hukum Tersier  

Berbagai bahan non hukum yang dapat membantu dalam penulisan 

skripsi penulis terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, 

kamus bahasa, dan sumber non hukum lain yang dapat mendukung dalam 

proses analisis terhadap bahan hukum.28 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan mengedepankan 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

bersumber dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan luas dengan 

memperhatikan kevalidan dan kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan 

serta diperlukan dalam penelitian penulis berasal dari berbagai data hukum 

 
25 Indonesia, Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  No 1 Tahun 

2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842 
26 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan, No 8 Tahun 1948 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjuan 

Singka (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm 13. 
28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT Mataram University Press, 

2020), hlm. 63 
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termasuk peraturan perundang-undangan yang sesuai, karya ilmiah, buku-buku, 

dan literatur karya para peneliti lain yang selaras dengan pembahasan penelitian 

penulis.29 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian  

Penulis melakukan teknik analisis sumber hukum dengan melakukan 

tahapan inventarisir dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang 

berkaitan dengan penelitian, dilakukan klasifikasi atas bahan tersebut lalu 

penulis melakukan sistematisasi agar bahan yang sudah dikumpulkan menjadi 

tersistematis dan tersusun dengan baik serta logis sehingga menghasilkan 

kredibilitas tinggi dari hasil penelitian penulis.30 Selanjutnya penulis 

menggunakan metode deskriptif analitif yaitu menggunakan metode interpretasi 

(penafsiran) bertujuan untuk menafsirkan hukum.31 Sehingga diketahui dan 

dapat menjawab permasalahan permasalahan yang timbul sesuai dengan 

penelitian yang penulis lakukan.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Setelah pengumpulan serta penganalisisan dari sumber bahan hukum telah 

selesai. Selanjutnya penulis menarik Kesimpulan dari hasil yang telah diteliti 

dengan metode deduktif yaitu penulis mengambil kesimpulan dari suatu kasus 

yang bersifat umum kepada kasus spesifik yang bersifat khusus.  

 
29 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 

2004), hlm. 81-84 
30 Suratman dan H. Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 82-85. 
31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 68 
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H. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian tugas akhir penulis, penulis membuat sistematika 

penelitian kedalam 4 (empat) bab, yaitu :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada Bab I penulis berusaha menguraikan pendahuluan yang menggambarkan 

mengenai latar belakang dari permasalahan yang teliti angkat, kemudian di susun 

kedalam rumusan masalah sebagai acuan pertanyaan dalam mengembangkan 

penelitian. Selain itu, penulis juga menguraikan tujuan, manfaat hingga kerangka 

teori, kerangka konseptual serta metode penelitian sebagai dasar penguat dalam 

penelitian penulis.  

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai pokok-pokok permasalahan lebih 

mendetail sehingga masalah dalam penelitian penulis dapat terurai dengan lebih 

detail dan rinci.  

BAB III : PEMBAHASAN  

 Dalam bab pembahasan penulis akan memfokuskan penelitian dalam 

menjawab permasalahan yang sudah tersusun dalam rumusan masalah pada bab I.  

BAB IV : PENUTUP  

 Sebagai bab akhir dalam penelitian penulis, penulis memaparkan serta 

menjelaskan permasalahan secara lebih ringkas dan jelas dalam format berupa 

kesimpulan kemudian dilengkapi dengan saran sebagai hasil dari penelitian penulis. 
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